
  

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di 

bawah ini:  

Nama : M. ALI ZAINI, S.H., M.H. 

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 

selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H. 

Jabatan : Gubernur Jambi 

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 Jambi, Januari 2023 

Pihak Kedua, 

 
 
 
 

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H. 

Pihak Pertama, 

 
 
 
 

M. ALI ZAINI, S.H., M.H. 
Pembina Tk I 

NIP. 19730729 200012 1 002 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya penataan 

produk hukum daerah dan 

budaya taat hukum 

1. Persentase produk 
hukum provinsi yang 
ditetapkan tidak 
bertentangan dengan 
peraturan perundang- 
undangan yang lebih 
tinggi 

 
100 

2. Persentase Produk 
hukum kab/kota yang 
ditetapkan tidak 
bertentangan dengan 
peraturan perundang-
undangan yang lebih 
tinggi 

 
 

100 

3. Persentase produk 
hukum   daerah 
yang dapat 
diakses publik 

 
100 

4. Persentase 
permasalahan hukum 
yang diselesaikan 

80 

5. Nilai IKM 80 

 

 

Gubernur Jambi, 

 
 
 
 

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H. 

Kepala Biro Hukum 
Setda Provinsi Jambi, 

 
 

 
M. ALI ZAINI, S.H., M.H. 

Pembina Tk I 
NIP. 19730729 200012 1 002 

 

 

Program 

 

Anggaran 

 

Keterangan 
   

1. Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Rp 345.744.700 APBD  

2.  Program Fasilitasi dan 

Koordinasi Hukum 

Rp 1.810.253.940 APBD 
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